
 
 

 
 

PERATURAN BUPATI SORONG 

NOMOR  10  TAHUN 2013 

 

TENTANG 

 

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN 

 DAN TUNTUTAN GANTI RUGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SORONG, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penyelesaian tuntutan 

perbendaharan dan tuntutan ganti rugi keuangan daerah berdasarkan 

pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan negara dan 

pasal 12 jo pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 15 Tahun 2006 

tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Tata Cara Penyelesaian Ganti 

Kerugian Negara terhadap Bendahara, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan 

Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 

  b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a diatas, maka perlu diatur 

dengan Peraturan Bupati Sorong tentang Majelis Tuntutan Perbendaharaan 

dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah. 

  

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi 

Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian 

Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2907); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesi Tahun 205 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4548);  

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 



  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654); 

  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165); 

  9. Perautan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pegawasan Penuyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165); 

  10.Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap 

Bendahara; 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan 

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 

  12. Peraturan Bupati Sorong Nomor 8A  tentang Tim Penyelesaian Kerugian 

Daerah  Kabupaten Sorong. 

 

 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN 

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati  ini yang dimaksud dengan : 

a. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama 

Negara/Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat 

berharga atau barang-barang Negara/Daerah; 

b. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya 

disingkat MPT – MPTP – TGR adalah pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh 

Kepala Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyelesaian kerugian daerah; 

c. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan 

pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; 

d. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah suatu tata cara perhitungan terhadap 

bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada 

Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian; 

e. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai 

dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian 

kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya 

atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung 

maupun tidak langsung daerah menderita kerugian; 

f. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP – TGR adalah 

suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendaharawan atau pegawai bukan 

bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang daerah; 

g. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas 

atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya 

terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk; 

h. Barang adalah semua kekayaan pemerintah daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang 

berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun 

yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk 

hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya; 



i. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan 

melanggar hukum atau kelalaian bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan, manusia 

bukan manusia (force majeure); 

j. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas 

dalam suatu jabatan negara atau disertahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan 

suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi : 

a. Pegawai Daerah; 

b. Pegawai Negeri/Pegawai Daerah yang diperbantukan/diperkerjakan; 

c. Pegawai Perusahaan Daerah; 

d. Pekerja Daerah; 

e. ABRI/Purnawirawan ABRI yang dikaryakan/dipekerjakan pada Daerah. 

k. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, 

hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian; 

l. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan 

keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat 

dipertanggungjawabkan; 

m. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten; 

n. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat 

yang ditunjuk ex officio apabila bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan 

diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampunan dan/atau apabila bendaharawan yang 

bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan 

langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap 

tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya; 

o. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TP untuk sementara 

ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak 

diketahui alamatnya; 

p. Daluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan 

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah; 

q. Pemberantasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar 

hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar 

pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan 

terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihnya sehingga “ Hak Tagih” 

itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu; 

r. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena 

alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila 

dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali; 

s. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan 

disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

t. Tidak layak adalah keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik 

yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah; 

u. Pembebasan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada 

daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah; 

v. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat  SKTJM adalah surat pernyataan 

pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan 

minimal sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa 

menjual; 

w. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah 

dikeluarkannya penetapan pembebasan. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 2 

 

(1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan 

dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah dan tata cara penyelesaian ganti kerugian 



daerah terhadap bendahara atau pegawai bukan bendahara baik langsung atau tidak langsung 

merugikan daerah; 

(2) Tata cara penyelesaian ganti kerugian terhadap bendahara atau pegawai bukan bendahara 

baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang tuntutan perbendaharaan ganti rugi keuangan dan 

barang daerah. 

 

BAB III 

INFORMASI DAN VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH 

 

Pasal 3 

 

Informasi tentang kerugian daerah dapat diketahui dari : 

a. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; 

b. Pengawasan/pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sorong; 

c. Pengawasan dan atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor satuan 

kerja; 

d. Informasi dari media massa dan media elektronik. 

 

BAB IV 

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN 

TUNTUTAN GANTI RUGI 

 

Pasal 4 

 

(1) Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah Kabupaten 

Sorong terdiri dari : 

a. Wakil Bupati Sorong : Penanggungjawab 

b. Sekretaris Daerah : Ketua merangkap anggota; 

c. Inspektur Kabupaten Sorong : Wakil Ketua merangkap anggota; 

d. Asisten III Setda Kabupaten : Wakil Ketua merangkap anggota; 

e. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  

Aset Daerah  : Sekretaris merangkap anggota; 

f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah : Anggota 

g. Kepala Bagian Hukum : Anggota 

h. Kepala Bagian Perlengkapan : Anggota 

(2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat 

diwakilkan; 

(3) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji 

dihadapan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku. 

 

BAB V 

TUGAS  DAN FUNGSI 

 

Pasal 5 

 

Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi mempunyai tugas dan 

fungsi memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut 

TP-TRG keuangan dan barang daerah. 

 

 



BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 6 

 

(1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Sorong; 

(2) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong selaku sekretaris 

majelis pertimbangan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh anggota sekretariat majelis, 

yang terdiri dari Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Verifikasi dan Pelaporan, Kepala 

Bidang Aset dan unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Sorong. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 7 

 

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan 

dan tuntutan ganti rugi dibebankan pada APBD Kabupaten Sorong. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 8 

 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong. 

 
 

  Ditetapkan di   Sorong     

  pada tanggal  19 Juni 2013 

 

  BUPATI SORONG, 

                           ttd 

STEPANUS MALAK 

Diundangkan di  Sorong 

pada tangga  19  Juni   2013 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG 

ttd 

SUDIRMAN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2013 NOMOR 10 

  

      
 


